
 
 



 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah atas petunjuk, rahmat, dan hidayah serta puji syukur kehadirat 

Alloh SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menyelesaikan penyusunan 

Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 

PP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026. 

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah mengamanatkan bahwa Renstra berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memuat tujuan, sasaran, 

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas 

dan fungsi. Selanjutnya RENSTRA dirumuskan kedalam rancangan rencana 

kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (RKPD). 

Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan 

Bupati (Pebup), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta 

menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sehingga Satpol PP mempunyai 

kewenangan melakukan tindakan penertiban non- yustisial terhadap warga 

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas 

Perda atau Perbup; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum 

yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan 

tindakan  penyelidikan dan melakukan tindakan administratif terhadap warga 

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas 

Perda atau Perbup. 

Tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan  Satpol PP 

dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup dengan 

cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai 

pada proses peradilan. Tindakan menindak adalah melakukan tindakan hukum 

terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan penyelidikan adalah 

tindakan yang dilakukan Satpol PP yang tidak menggunakan upaya paksa 

dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran 

Perda dan/atau Perbup, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam 

kejadian/keadaan, serta meminta keterangan. Sedangan tindakan administratif 

merupakan tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat 

teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup. 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

berdasarkan tugas dan fungsi pada Satpol PP, dan hasil analisis kebutuhan internal 

organisasi dan lingkungan eksternal organisasi yang menaacu pada RPJMD Kabupaten Lima 

Puluh Kota tahun 2021 - 2026, disusunlah Renstra Satpol PP tahun 2021 - 2026. Dokumen 

ini merupakan serangkaian rencana kinerja dan kerja untuk diimplementasikan oleh seluruh 

jajaran dan aparatur Satpol PP dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang 

Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka adat Basabdi Syarak, Syarak Basandi 

Kitabullah. 

Besar harapan kami Dokumen Renstra Satpol PP Tahun 2021 2026 ini mampu memberikan 

informasi dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pernbangunan Pemerintah Kabupaten 

Lima Puluh Kota. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat 

Renstra Satpol PP adalah dokumen perencanaan Satpol PP untuk periode 5 (lima) tahun, 

yang memuat : visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. 

Sebagaimana telah dilakukan Perubahan pada Renstra Satpol PP yang berpedoman 

RPJMD  Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026. 

Sebagaimana amanat tersebut Satpol PP wajib menyusun Perubahan Renstra sesuai 

kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Surat Keputusan 

Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor :  tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 

RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026. Renstra  Satpol PP, disusun 

sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat 

indikatif. 

a. Fungsi Renstra Satpol PP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 

 

1. Sebagai pedoman Satpol PP dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja 

(Renja) dan menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok 

sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas 

rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rencangan Renja SKPD,4 dengan 

periode satu tahun. 

 

2. Sebagai pedoman bagi Kepala Satpol PP menyiapkan Renja Satpol PP sesuai 

dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD 

dan berpedoman pada Renstra Satpol PP.5 
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3. Sebagai instrumen dalam rangka koordinasi penyusunan rancangan RKPD 

dengan Bapelitbang.6 

4. Sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian kebijakan 

Renja Satpol PP, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari 

tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Satpol PP ditetapkan.7 

5. Sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk  pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan RPJMD, yang mencakup indikator kinerja Satpol PP serta 

rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta 

visi, misi, tujuan  dan sasaran Renstra Satpol PP.8 

 
 

1.2. Landasan Hukum 

 

Landasan hukum terkait dengan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi,  

serta Kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan kegiatannya, antara lain 

: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lingkup Propinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25. 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja 

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 

Minimal. 

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 tahun 2005 tentang 

Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang 

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
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Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh 

Kota Tahun 2021- 2026. 

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Rencana Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.  

 
1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Satpol PP  Kabupaten Lima 

Puluh Kota adalah mewujudkan keterkaitan serta penyelarasan antara 

rencana strategis Satpol PP dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 

2021-2026 melalui sasaran dan indikator kinerja serta program-program 

yang ditetapkan. 

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah: 

1. Merumuskan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan yang 

menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 

kurun waktu Lima  tahun yang akan datang. 

2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD, yang 

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

3. Mewujudkan perencanaan kegiatan Satpol PP Kabupaten Lima Puluh 

Kota yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan 

dengan perencanaan pembangunan daerah yang Madani, Beradat 
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dan Berbudaya dalam Kerangka adat Basabdi Syarak, Syarak Basandi 

Kitabullah 

4. Memberikan arah pandangan terhadap perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan. 

5. Memudahkan aparatur Satpol PP dalam mencapai tujuan 

pembangunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara 

terarah, terpadu, dan terukur. 

6. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat di 

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam ketaatan terhadap Perda dan/atau 

Perbub 

 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

 

Renstra  Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dalam        

sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan. 

1.1. Latar Belakang. 

1.2. Landasan Hukum. 

1.3. Maksud dan Tujuan. 

1.4. Sistematika Penulisan. 

Bab II Gambaran Pelayanan. 

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Satpol PP. 

2.2. Sumber Daya Satpol PP. 

2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP. 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP. 

Bab III  Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Satpol PP. 

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi. 
Pelayanan Satpol PP. 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati. 
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3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra  Satpol Provinsi. 

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Bab IV  Tujuan dan Sasaran. 

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka 

menengah Satpol PP beserta indikator kinerjanya yang disajikan pada 

Tabel T-C.25. 

Bab V    Strategi dan Arah Kebijakan. 

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan 

Satpol PP dalam lima tahun yang disajikan pada Tabel T-C.26. 

Bab VI  Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan. 

Mengemukakakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,  

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan pada Tabel 

T-C.27. 

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. 

Mengemukakan indikator kinerja Satpol PP secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai 

komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD yang 

disajikan pada Tabel T-C.28. 

Bab VIII Penutup. 



1
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 

 
 

 
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satpol PP. 

 
Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51  Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja. Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan  bidang ketenteraman 

dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, dengan fungsi sebagai 

berikut: 

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta 

pelindungan masyarakat; 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta 

pelindungan masyarakat; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

4. Pelaksanaan administrasi Satpol PP; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 
Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 51 

Tahun 2016 tersebut disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan 

unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 

serta Perlindungan Masyarakat yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan 

ketertiban umum yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 
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STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD ) 
SATUAN POLISI PRAJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
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2.2. Sumber Daya Satpol PP. 

Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi sumber daya manusia 

dan sarana prasarana yang dimiliki per-tahun 2021, antara lain : 

Tabel II-1 Jumlah Pegawai, Tingkat Pendidikan dan Golongan 
 

No Uraian Jumlah Satuan Keterangan 

I SUMBER DAYA MANUSIA    

1 Pegawai/Aparatur    

PNS 42 Orang  

Tenaga Kontrak SK Bupati 5 Orang  

Tenaga Satgas Trantibum 82 Orang  

Jumlah Keseluruhan 130 Orang  

2 Status Pendidikan (PNS)    

S2 2 Orang  

S1 23 Orang  

SMA Sederajat 15 Orang  

SMP 1 Orang  

SD 1 Orang  

Jumlah 42 Orang  
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3 Golongan (PNS)    

IV / c 1 Orang  

IV / b - Orang  

IV / a 2 Orang  

III / d 13 Orang  

III / c 4 Orang  

III / b 3 Orang  

III / a 2 Orang  

II / d 9 Orang  

II / c 6 Orang  

II / b 1 Orang  

II / a - Orang  

I / b - Orang  

I / a 1 Orang  

Jumlah 42 Orang  

 

 

 

Table II-2  Sarana dan Prasarana Satpol PP 
 

 

No Uraian Jumlah Satuan Kondisi 

ii SARANA DAN PRASARANA    

1 Gedung    

Kantor 1 Unit  
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Jumlah 1 Unit  

2 
 
 
 
 
 
 
3 
 

Kendaraan Dinas    

Mobil Dinas 5 Unit  

Mobil Dinas (Pick Up)  Unit  

Motor Dinas 10 Unit  

Jumlah 15 Unit  

Alat Angkutan Tak Bermotor    

Gerobak Dorong 4 Unit  

Jumlah 4 Unit  

4 Perlengkapan Kantor    

Lemari Arsip 5 Unit  

Lemari Buku Piket 2 Unit  

Lemari 1 Unit  

Filling Kabinet 8 Unit  

TV 2 Unit  

Plang Kantor 1 Unit  

AC 3 Unit  

Karpet 1 Unit  

Genset 1 Unit  

Alat Absen (sidik Jari) 1 Unit  

Aksesoris Roda Empat 2 Unit  

Tong Sampah 1 Bh  

Meja 25 unit  

Kursi 30 unit  

Komputer 12 unit  

Laptop 12 unit  
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Notebook 2 unit  

Printer 13 unit  

Scanner 1 unit  

Speaker 1 unit  

Harddisk 1 unit  

Jumlah 127 Unit  

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Peralatan S t u d i o  d a n  Komunikasi    

Handy Talkie (HT) 20 Unit  

Handy cam 1 Unit  

Camera 5 Unit  

Microphone 1 Unit  

Proyektor 1 Unit  

Wireless 1 Unit  

Toa 1 Unit  

Jumlah 30 Unit  

Alat Kedokteran    

Thermometer 2 unit  

Jumlah 2 Unit  

7 
 
 
 
 
 

Alat Persenjataan dan Keamanan    

Tameng Dalmas 17 Unit  

Pentungan 20 Unit  

Helm Dalmas 20 Unit  

Jumlah 57 Unit  

Alat Keselamatan Kerja  Unit  
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Tenda Pleton 1 Unit  

Jumlah 1 Unit  

9 Peralatan Olah Raga    

 Meja Pimpong 1 unit  

 Jumlah 1 unit  
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2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja; Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan 

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati), 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan 

pelindungan masyarakat, sehingga Satpol PP mempunyai kewenangan melakukan tindakan 

penertiban non- yustisial; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan 

penyelidikan dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perbup. 

 
Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS 

di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) setempat, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam hal penyelenggaraan 

ketertiban  umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan pembinaan dan penyuluhan 

melalui sosialisasi Perda, pengamanan dan pengawalan, serta melakukan 

patroli pada titik-titik rawan gangguan ketertiban umum. Selanjutnya, peningkatan 

kapasitas Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) diperlukan peran aktif dari pihak 

Kecamatan dan Nagari. 

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 

N

O 

INDIKATOR & KELAS INTERVAL SKALA NILAI BOBOT 

(%) 

SKOR 

1 Jumlah Seluruh Peraturan Daerah Kabupaten / Kota 

yang mempunyai Sanksi baik Pidana maupun 

Administratif yang masih berlaku 

Perda Nomor 3 

Tahun 2017 

  

2 Jumlah Seluruh Peraturan Bupati / Walikota Yang masih 

Berlaku 

Perbup Nomor 31 

Tahun 2020 

  

 

 Jumlah Wilayah Sasaran Patroli Pol PP berdasarkan 13 Kecamatan   



2
0 

 

 

jadwal patroli rutin Pol PP Kabupaten /Kota 

 Jumlah Rata rata pertahun kegiatan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah Bersama tamu tamu penting 

kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima 

tahun terakhir 

50   

 Jumlah Anggota Linmas dalam Wilayah Kabupaten / 

Kota 

200 20 40 

 

 
Terhadap pelayanan dibidang ketertiban umum, Satpol PP menetapkan 3 (tiga) 

indikator kinerja, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini : 
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Tabel T-C.23. 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP 

Kabupaten Lima Puluh Kota 
 

 
Sarilamak, 23 September 2021 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja          

Kabupaten Lima Puluh Kota 

 
 

FIDDRIA FALA, AP, M.Si 
NIP. 197511261995011001 

No Tujuan Sasaran Indikator 
Tujuan/ 
Sasaran 
 

Target Kinerja Tujuan/ 
Sasaran Pada Tahun Ke -
20 

Realisasi Capaian 
Tahun Ke 

Rasio Capaian pada Tahun ke 

1 2 3 4 16 17 18 19 20 21 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 

 Meningkatnya 
Ketertiban Umum, 
Ketentraman 
Masyarakat Serta 
Perlindungan 
Masyarakat 

Menurunnya 
Kasus 
Pelanggaran 
Perda 

Persentase 
Penegakan Perda 

50 55 60 65 70 75  60 70 81 44  109 
 

116,6 124,6 62,8 

Persentase 
Penyakit 
Masyarakat yang 
tertangani 
 

65 70 73 75 78 80 45 60 93 78 38 69,2 142,8 127,397 104 48,7 

Meningkatnya 
Pelayanan 
Masyarakat di 
bidang Ketertiban 
Umum dan 
Ketentraman 
Masyarakat 

78 80 82 84 86 88 100 100 100 100 100 128,2 
 

125 121,9 119 116,2 
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Interpretasi penyajian Tabel T-C.23, sebagai berikut : 

 
Bahwa diantara 3 (tiga) indikator kinerja tersebut perlu dilakukan analisis 

pencapaian target pada Indikator Cakupan Rasio Petugas Linmas yang disebabkan 

belum terkonsolidasinya pihak nagari terhadap pentingnya peran Satlinmas 

dalam penanggulangan bencana dan menjaga ketenteraman masyarakat sehingga 

eksisitensi Satlinmas belum terkoordinasi baik; selanjutnya pada Indikator 

Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat perlu 

peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP serta 

sarana prasarana berupa kendaraan operasional patroli sehingga diharapkan 

dapat menciptakan kondisi tertib di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui 

pelaksanaan patroli selama 24 jam. 

 
Sedangkan Indikator indeks Penegakan Perda/Perbup, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Satpol PP 

dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, namun hal  tersebut              tidak dapat 

terimplementasi dengan baik di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang 

disebabkan adanya peraturan di daerah dimana Dinas sebagai pengampu Perda 

belum memfungsikan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) 

sehingga belum tercipta koordinasi yang optimal terhadap penyelenggaraan 

kebijakan penegakan Perda di Kabupaten Lima Puluh Kota. 

 
Selain itu, perlu meningkatkan peran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

untuk menjalankan fungsinya sebagaimana koordinatornya adalah Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang 

Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat Basandi Syarak, 

syarak Basandi Kitabullah. 

 

Pendanaan terhadap 3 (tiga) indikator kinerja pelayanan bidang ketertiban 

umum tersebut, ditampilkan pada Tabel T-C.24. dibawah ini : 
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Tabel T-C.24. 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP 

Kabupaten Lima Puluh Kota 
 

Uraian Bidang 
Ketenteraman, 
Ketertiban, dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

 

Anggaran pada Tahun 20- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun 20- 

 

Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun 20- 

 
Rata-Rata 

Pertumbuhan 

 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

2
0 

 

2
1 

 

16 
 

1
7 

 

1
8 

 

1
9 

 

2
0 

 

2
1 

 

Anggaran 
 

Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

 

 

2.805.031.
400 

2.920.424.1
50 

4.310.562.52
5 

4.067.499.
525 

3.516.425.
375 

 2.490.209.
936 

2.884.191.7
68 

4.261.512.5
25 

3.925.664
.438 

3.227.67
0.859 

 88.7 98,7 98.6 96,5 91,8  8.15 
 

8.75 
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Interpretasi penyajian Tabel T-C.24, sebagai berikut : 

 
Bahwa diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan, namun aparatur Satpol PP yang PNS mengalami 

penurunan sehingga berdampak tata kelola administrasi yang kurang baik. Selain 

itu belum disusun Standar Operasional Prosedur pada setiap pelaksanaan kegiatan 

Satpol PP baik pada sisi administrasi dan keuangan maupun pada sisi tindakan di 

lapangan. 

 
 

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP. 

 
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP yang dapat 

kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT. Sebagai 

berikut : 

 
 Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses) 

LI
N

G
K

U
N

G
A

N
 I

N
T

E
R

N
A

L 

1. Dukungan anggaran 

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
Operasional Polisi Pamong Praja. 

3. Dasar hukum. 

4. Ketersediaan kuantitas SDM Aparatur 
Satpol PP. 

5. Adanya kerjasama antar instansi 
terkait. 

1. Keterbatasan anggaran yang ditetapkan. 

2. Keterbatasan Sarpras. 

3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi. 

4. Keterbatasan kualitas SDM Satpol PP. 

5. Kerjasama antar instansi terkait yang belum 
terintegerasi dengan baik. 

 Peluang (Opportunities) Tantangan (Threats) 

LI
N

G
K

U
N

G
A

N
 E

K
S

T
E

R
N

A
L 

1. Adanya dukungan anggaran dan 
Sarpras dari Pemkab. 

2. Adanya Diklat-Diklat yang diberikan 
kepada personil PNS Satpol PP dalam 
pengembangan kompetensi. 

3. Manajemen Organisasi yang berorientasi 
hasil sehingga dapat menciptakan budaya 
kerja yang baik. 

4. Adanya potensi aparatur Satpol PP hasil 
mengikuti Diklat. 

5. Keberadaan Jafung Pol PP. 

6. Keinginan masyarakat pada kondisi 
Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertib. 

1. Tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang 
baik (Good Governance) yang diukur melalui 
SAKIP. 

2. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan 
publik. 

3. Tuntutan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang 
lebih baik. 

4. Tuntutan peningkatan kompetensi aparatur Satpol 
PP baik secara sikap, pengetahuan, dan wawasan. 

5. Kontrol sosial (masyarakat) semakin meningkat yang 
dibarengi dengan perkembangan teknologi 
informasi. 
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Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan 

atau critical success factor, adalah : 

 

1. Pengembangan SAKIP dapat meningkatkan kinerja Satpol PP secara 

terukur baik secara internal maupun eksternal. 

2. Kemampuan anggaran dan peningkatan sarana prasarana menjamin 

akuntabilitas tugas dan fungsi Satpol PP yang lebih baik. 

3. Pengembangan SDM yang dimiliki mampu meningkatkan 

profesionalisme. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

 
 
 
 

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol 

PP. 

Tabel T-B.35 

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

 

No Masalah 
Pokok 

Masalah Akar Masalah 

(1) (2) (3) (4) 
1 Sumber Daya Manusia Pedoman dalam peraturan tidak  

dilaksanakan dengan baik 
Aparatur belum 
mengerti apa yang 
menjadi tugas dan 
fungsinya 

Kualitas Aparatur tidak memadai 

Pola tindak dan Pola Sikap 
aparatur tidak profesional 

Sistem Pengendalian 
Internal tidak  jalan 

Tingkat kedisiplinan Aparatur 
rendah 

2 Tata Kelola 
(Administrasi) 

Keterlambatan SPJ Belum disusun SOP 

Penggunaan Aplikasi Sistem 
tidak dikerjakan dengan baik 

Belum disusun penjadwalan 
pelaksanaan kegiatan 

3 Sarana dan Prasarana Kendaraan operasional 
(penertiban, pengawalan, 
pelindungan masyarakat) tidak  
memadai 

Belum disusun 
Sistematika Aset  
Satpol PP 

Pos Jaga Titik belum optimal 
terbangun 

Perlengkapan/Peralatan 
Penertiban tidak lengkap 
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3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati. 

 

Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan 

Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta 

menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota yakni “Terwujudnya 

Kabupaten Lima Puluh Kota Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat 

Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah” misi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh 

Kota sesuai dengan RPJMD  periode tahun 2021- 2026 adalah masuk pada Misi Ke-

satu yakni “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya 

saing berlandaskan keimanan.” 

Satpol PP termaktub dalam arah kebijakan no 63 Pembinaan dalam rangka 

pemberantasan penyakit masyarakat mengandung makna bahwa kualitas 

pelayanan penegakan perda terhadap masyarakat yang melanggar terutama dalam 

pemberantasan maksiat perlu ditingkatkan yang menjadi tolok ukur keberhasilan 

sebuah organisasi dalam menjalankan kinerja dan kerja sehingga tercipta citra yang 

positif dari masyarakat (publik) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP 

secara profesional yang mengarah pada perwujudan Kabupaten Lima Puluh Kota 

yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat Basandi Syarak, 

syarak Basandi Kitabullah. 

Dalam menjalankan visi dan misi tersebut diatas, Satpol PP Kabupaten Lima 

Puluh Kota memiliki Program Prioritas yang masuk dalam bidang urusan  

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan menjadi 

Program dalam RPJMD yakni Program Peningkatan Ketentraman Ketertiban dan 

Perlindungan Masyarakat. 

Dalam pelaksanaan Program tersebut diketemukan faktor-faktor 

penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP dalam bidang urusan 

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana 

ditampilkan dalam tabel dibawah ini : 



2
0 

 

 

 
 
 

Faktor Pendorong Faktor Penghambat Hasil 

 

Dasar Hukum 
Aparatur Satpol PP belum 

paham dengan baik 

Tingkat pelanggaran  

Perda tidak turun 

 

 

Pasca Penertiban tidak 

diikuti/tidak ditindaklanjuti 

dengan Dinas Teknis terkait 

Kerjasama antar Dinas dalam 

Penegakan Perda tidak 

terkoordinasi dengan baik 

Kurangnya peran aktif dari 

masyarakat 

 
 

 

3.3. Telaahan Renstra K/L, Renstra Satpol PP Sumatera Barat dan Renstra Satpol 

PP Kabupaten Lima Puluh Kota. 

 

Telaahan Renstra K/L yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong 

Praja yaitu telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya 

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024. Program kerja K/L tersebut 

yaitu Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan Kegiatan 

Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan 

Perlindungan Masyarakat. Kemudian faktor – faktor penghambat pelayanan SKPD yang ditinjau 

dari sasaran jangka menengah Renstra K/L yaitu sama dengan diatas yaitu: kurangnya jumlah, 

kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, belum memadainya sarana dan prasarana dan 

masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sedangkan faktor pendorongnya, 

keberadaraan Satpol PP diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. 
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

 

Masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat 

Nilai agama, adat dan budaya memiliki peran yang sangat penting yang 

dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan masyarakat untuk 

membangun suatu komunitas yang kuat, maju danmandiri dalam pencapaian tujuan 

pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun penerapan ini masih cukup 

rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melihat masih adanya penyakit 

masyarakat dan peningkatan angka kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan dan 

anak  serta kesadaran masyarakat khususnya muslim dalam membayar zakat juga 

belum optimal. Permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh: 

1. Masih rendahnya APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun. 

2. Belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya 

3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz. 

4. Belum optimalnya pengumpulan zakat 

 

Sehubungan hal tersebut diatas, bahwa perlu peningkatan penegakan 

Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

serta perlindungan masyarakat terutama dalam pemberantasan dan pengurangan 

maksiat di masyarakat. Kemudian faktor faktor penghambat pelayanan perangkat 

daerah yaitu: belum memadainya aparatur, sarana dan prasarana, masih terjadinya 

gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan faktor 

pendorongnya, keberadaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota 

diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan 

 

 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Sesuai dengan analisis permasalahan-permasalahan yang sering terjadi 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan 

isu strategis serta kondisi ideal dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain 
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ISU STRATEGIS PERMASALAHANNYA KONDISI IDEAL 

1. PENEGAKAN Masih ditemui pelanggaran 

Perda antara lain : 

Bangunan tidak ber-IMB 

atau Bangunan yg 

melanggar ketentuan Perda, 

TERWUJUDNYA 

KETERTIBAN PERIZINAN 

Melalui Kerjasama yang 

terintegerasi antara Satpol 

PP dengan Dinas/Instansi 

terkait 

PERDA 
 

 

 

 Usaha tidak dilengkapi 

SIUP/HO, Perizinan 

Reklame/Spanduk baik 

berdasarkan data maupun 

laporan 

 

 

 

 

 

2. GANGGUAN 

KETERTIBAN 

UMUM DAN 
KETENTRAMAN 
MASYARAKAT 

 

 

Masih ditemui PKL di 

trotoar, di bahu jalan, dan 

di jalur hijau; Bangunan liar 

di lahan Fasos Fasum 

Pemerintah; Peredaran 

Minuman Beralkohol; dan 

contoh yang berkaitan 

dengan Ketenteraman( 

antara lain Keberadaan 

Anjal, Gelandang-Pengemis, 

Pengamen di jalur-jalur 

Protokol; dan Keberadaan 

PSK yang menjadi Penyakit 

Masyarakat, serta Peminta 

Sumbangan 

TERCIPTANYA 

KENYAMANAN 

MASYARAKAT 

Melalui Penataan titik-titik 

gangguan ketertiban umum 

dan ketenteraman dengan 

melibatkan Dinas/Instansi 

terkait, swasta, dan peran 

masyarakat 

3. PELINDUNGAN 

MASYARAKAT 

Adanya laporan gangguan 

Kamtibmas seperti tawuran 

dan daerah rawan sosial; 

Penanganan Bencana Alam 

melalui antisipasi dini yang 

belum optimal; Belum 

dilakukan Deteksi dini 

daerah rawan sosial 

MENINGKATNYA 

KAPASITAS ANGGOTA 

SATLINMAS 

Melalui keterlibatan pihak 

Kecamatan dan kelurahan 

serta peran aktif 

masyarakat 



2
3 

 

 

BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 
 

 
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP. 

 

Tujuan Satpol PP adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang 

Ketertiban Umum dengan indikator tujuan indeks Penegakan Perda/Perbup, 

dimana indikator tujuan tersebut diambil dari sasaran Meningkatnya Ketertiban 

Umum. 

Adapun Satpol PP menetapkan 2 (dua) sasaran dalam Rencana Strategisnya 

yakni Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah (Perda), 

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan 

Masyarakat; dan meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan 

Satpol PP. 

Tujuan dan sasaran Satpol PP disajikan dalam Tabel T-C.25, sebagai berikut 

: 
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Tabel T-C.25. 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

 
No 

 
 
Tujuan 

 
Indikato
r Tujuan 

 

 
Sasaran 

 

Indikator 
Sasaran 

 

Formulasi 
Perhitungan 

 

Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun 20- 

21 22 23 24 25 26 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

            

1 Meningkatnya 

kualitas 

penegakkan 

peraturan 

daerah,  

penyelenggara

an 

ketentraman 

dan ketertiban 

umum serta 

perlindungan 

masyarakat 

 

Persentase 

Penanganan Kasus 

Pelanggaran Perda 

Yang terselesaikan 

Meningkatkan 
Kualitas Pelayanan 
Bidang Ketertiban 
umum 

Persentase Penanganan 
Kasus Pelanggaran Perda 
Yang terselesaikan 

Jumlah 
Penangan Kasus 
Pelanggaran 
Perda yang 
terselesaikan 
 

 
 
 
 
 
 
X 100 Jumlah 

Penangan Kasus 
Pelanggaran 
Perda 

 

      

Presentase Penegakan 
Perda 

       

 

Persentase  
gangguan lingkungan 
masyarakat yang 
dapat dicegah dan 
ditangani 
 

 

Jumlah Penangan Kasus 

Pelanggaran Perda 

 

 

      



                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
25 

 

Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026                                                                      

 

                                      

  

   Persentase 

Penyelengaraan 

perlindungan 

masyarakat 

 

       

  Meningkatnya  
kualitas dan 
kuantitas kinerja 
dan pelayanan 
Perangkat 
Daerah 

 Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 

       

  Meningkatnya 

Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

 

 

      

  Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik 
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BAB V 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 
 

Dalam rangka mengoperasikan strategi dan kebijakan perlu ditetapkan program 

dan kegiatan yang bersifat konkret dan obyektif sehingga strategi yang ditetapkan 

dapat diimplementasikan. 

Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota 

tertuang kedalam Tabel T-C.26. berikut ini : 

Tabel T-C.26. 

Tujuan, Sasaran, Stragtegi, dan Kebijakan 

 
 

Tujuan 
 

Sasaran 
 

Strategi 
 

Kebijakan 

(1) (2) (3) 4 
Meningkatkan 
Kualitas Pelayanan 
Bidang Ketertiban 
Umum 

Meningkatnya 
Ketertiban Umum dan 
ketentraman 
masyarakat 

Meningkatkan 
Ketertiban Umum dan 
Ketenteraman 
Masyarakat dengan 
melakukan kerjasama 
ter-Integrasi dengan 
Instansi terkait dan 
mendorong 
partisipasi 
masyarakat 

Peningkatan Ketertiban 
Umum, Ketenteraman 
Masyarakat, dan 
Pelindungan Masyarakat 

Meningkatkan 
Kualitas Manajemen 
Pemerintahan dalam 
Pelayanan Publik 

Meningkatkan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Peningkatan Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 
 
 

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan 

pembangunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, dengan mengacu 

pada strategi dan kebijakan, maka pencapaiannya akan diwujudkan melalui program dan 

kegiatan sebagaimana dalam tabel T-C.27. 

Adapun penyajian rencana program dan kegiatan serta pendanaan disajikan 

pada Tabel T-C.27, sebagai berikut 
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Tabel  T-C.27 

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP 

Kabupaten Lima Puluh Kota 

                           

                           

Tuj

uan 

Sasara

n 
Kode 

Program 

dan 

Kegiatan 

Indikator Tujuan, indikator 

Sasaran, Indikator Kinerja 

Program (Outcomes)/ 

kegiatan (Output), Sub 

kegiatan 

Satua

n 

Dat

a 

Cap

aia

n 

Pad

a 

Tah

un 

Aw

al 

Per

enc

ana

an  

(Th 

202

0) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan U

ni

t 

K

er

ja 

O

P

D 

P

e

n

a

n

g

g

u

n

g 

Ja

w

a

b 

Lokasi 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

Renstra OPD 

Targe

t 

Rp 

(juta) 

Targe

t 

Rp 

(juta) 

Targe

t 

Rp 

(juta) 
Target 

Rp 

(juta) 

Targe

t 

Rp 

(juta) 

Targe

t 

Rp 

(juta) 

Targe

t 
Rp (juta) 

1 2 
3 4 5 6 7 8 

9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2

2 
23 

Me

nin

gka

tka

n 

Kua

lita

Meni

ngkat

nya 

Kualit

as 

Kinerj

a  

2 1

2 

0

1 

  Progra

m 

Penunj

ang 

Urusan 

Pemeri

ntah 

Persentase pelaksanaan 

penunjang perangkat 

daerah 

 

nilai 

Akib 

20

% 

20% 6,403,

707,30

8 

20% 7,727,

246,96

4 

20% 8,886

,334,

009 

20% 9,488,

220,36

0 

20% 10,911,

453,41

4 

20% 12,548,

171,42

6 

 55,965,1

33,481.6

7 

S

at

p

ol 

P

P 

Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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s 

Pel

aya

nan 

Pub

lik 

Satpol 

PP 

Daerah 

Kabupa

ten/ 

Kota 

  

 

 

 

 

 

                          

 2 1

2 

0

1 

2.

0

1 

 Peren

canaa

n, 

Penga

nggar

an 

dan 

Evalu

asi 

Kinerj

a 

Peran

gkat 

Daera

h 

Persentase 

sinkronisasi 

perencanaan dan 

pelaksanaan kierrja 

perangkat daerah 

 

nilai 

Akib 

20

% 

20% 94,236

,300 

20% 156,39

0,305 

20% 179,8

48,85

1 

20% 206,82

6,178 

20% 237,85

0,105 

20% 273,52

7,621 

 1,148,67

9,360.11 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

1 

0

1 

Penyus

unan 

Dokum

en 

Perenc

anaan 

Perang

kat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

doku

men 

 4 28,470

,700 

4 32,741

,305 

4 37,65

2,501 

4 43,300

,376 

4 49,795,

432 

4 57,264,

747 

4 249,225,

060.93 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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 2 1

2 

0

1 

2.

0

1 

0

2 

Koordin

asi 

Penyus

unan 

Dokum

en RKA 

- SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD 

doku

men 

 1 4,405,

500 

1 11,000

,000 

1 12,65

0,000 

1 14,547

,500 

1 16,729,

625 

1 19,239,

069 

1 78,571,6

93.75 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

1 

0

3 

Koordin

asi 

Penyus

unan 

Dokum

en 

Peruba

han  

RKA- 

SKPD 

Jumlah Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 

dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 

doku

men 

 2 5,783,

500 

2 15,682

,000 

2 18,03

4,300 

2 20,739

,445 

2 23,850,

362 

2 27,427,

916 

2 111,517,

522.76 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

1 

0

4 

Koordin

asi 

Penyus

unan 

Dokum

en DPA 

- SKPD 

Jumlah Dokumen DPA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD 

doku

men 

 1 4,029,

200 

1 15,000

,000 

1 17,25

0,000 

1 19,837

,500 

1 22,813,

125 

1 26,235,

094 

1 105,164,

918.75 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

1 

0

5 

Koordin

asi 

Penyus

unan 

Dokum

en 

Peruba

han  

DPA- 

SKPD 

Jumlah Dokumen 

Perubahan DPA-SKPD 

dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan DPA-SKPD 

doku

men 

 2 5,653,

800 

2 15,000

,000 

2 17,25

0,000 

2 19,837

,500 

2 22,813,

125 

2 26,235,

094 

2.0 106,789,

518.75 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

1 

0

6 

Koordin

asi dan 

Penyus

unan 

Lapora

n 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar 

doku

men 

 12 7,150,

200 

12 30,967

,000 

12 35,61

2,050 

12 40,953

,858 

12 47,096,

936 

12 54,161,

477 

12 215,941,

520.17 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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Capaia

n 

Kinerja 

dan 

Ikhtisar 

Realisas

i Kinerja 

SKPD 

Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

1 

0

7 

Evaluas

i kinerja 

perang

kat 

daerah 

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

doku

men 

 55 38,743

,400 

55 36,000

,000 

55 41,40

0,000 

55 47,610

,000 

55 54,751,

500 

55 62,964,

225 

55 281,469,

125.00 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

2 

 Adminis

trasi 

Keuang

an 

Perangk

at 

Daerah 

Persentase tertib 

administrasi keuangan 

 

 20

% 

20% 4,864,

521,40

8 

20% 5,594,

199,61

9 

20% 6,433

,329,

562 

20% 7,398,

328,99

6 

20% 8,508,0

78,346 

20% 9,784,2

90,098 

 42,582,7

48,029.2

5 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

2 

0

1 

Penyedi

aan Gaji 

dan 

Tunjan

gan 

ASN 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

bulan  14 4,826,

091,30

8 

14 5,550,

005,00

4 

14 6,382

,505,

755 

14 7,339,

881,61

8 

14 8,440,8

63,861 

14 9,706,9

93,440 

14 42,246,3

40,985.7

2 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

2 

0

5 

Koordin

asi dan 

Penyus

unan 

Lapora

n 

Keuang

an 

Akhir 

Tahun 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

lapora

n 

 1 8,430,

100 

1 9,694,

615 

1 11,14

8,807 

1 12,821

,128 

1 14,744,

298 

1 16,955,

942 

1 73,794,8

90.40 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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  2 1

2 

0

1 

2.

0

2 

0

6 

Pengel

olaan 

dan 

penyiap

an 

bahan 

tangga

pan 

pemeri

ksaan 

Jumlah Dokumen 

Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan 

dan Tindak Lanjut 

Pemeriksaan 

Doku

men 

 

 1 10,000

,000 

1 11,500

,00 

1 13,22

5,000 

1 15,208

,750 

1 17,490,

063 

1 20,113,

572 

1 87,537,3

84.38 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

2 

0

7 

Koordin

asi dan 

Penyus

unan 

Lapora

n 

Keuang

an 

Bulana

n/Triwu

lanan/S

emeste

ran 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semestera

n SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Se

mesteran SKPD 

lapora

n 

 14 20,000

,000 

14 23,000

,000 

14 26,45

0,000 

14 30,417

,500 

14 34,980,

125 

14 40,227,

144 

14 175,074,

768.75 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

2 

0

8 

Penyus

unan 

pelapor

an dan 

analisis 

progno

si 

realisas

i 

anggar

an 

Jumlah Dokumen 

Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi 

Anggaran 

lapora

n 

 1 3,000,

000 

1 5,000,

000 

1 5,750

,000 

1 6,612,

500 

1 7,604,3

75 

1 8,745,0

31 

1 36,711,9

06.25 

  

  2 1

2 

0

1 

2.

0

3 

 Adminis

trasi 

Barang 

Milik 

Daerah 

pada 

PersentaseAdministrasi 

Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

 20

% 

20% - 20% 8,000,

000 

20% 9,200

,000 

20% 10,580

,000 

20% 12,167,

000 

20% 13,992,

050 

 53,939,0

50.00 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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Perangk

at 

Daerah 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

3 

0

3 

Rekonsi

liasi dan 

Penyus

unan 

Lapora

n 

Barang 

Milik 

Daerah 

pada 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Rekonsiliasi dan 

Penyusunan 

Laporan Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

lapora

n 

 0 - 1 8,000,

000 

1 9,200

,000 

1 10,580

,000 

1 12,167,

000 

1 13,992,

050 

1 53,939,0

50.00 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

5 

 Adminis

trasi 

Kepega

waian 

Perangk

at 

Daerah 

Persentase Penyediaan 

Gaji dan Tunjangan ASN 

serta Penyusunan Laporan 

OPD 

 20

% 

20% 90,000

,000 

20% 402,95

0,000 

20% 463,3

92,50

0 

20% 532,90

1,375 

20% 612,83

6,581 

20% 704,76

2,068 

20% ,806,842

,524.69 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

5 

0

2 

Pengad

aan 

Pakaian 

Dinas 

Beserta 

Atribut 

Kelengk

apanny

a 

Jumlah Paket Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan 

paket  0 - 135 300,00

0,000 

135 345,0

00,00

0 

135 396,75

0,000 

140 456,26

2,500 

140 524,70

1,875 

140 2,022,71

4,375.00 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

5 

0

9 

Pendidi

kan dan 

pelatih

an 

Pegawa

i 

Berdas

arkan 

Tugas 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

 

orang  0 - 2 19,900

,000 

3 22,88

5,000 

3 26,317

,750 

3 30,265,

413 

4 34,805,

224 

4 134,173,

386.88 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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dan 

Fungsi 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

5 

1

0 

Sosialis

asi 

Peratur

an 

Perund

ang-

undang

an 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-

Undangan 

orang  50 55,000

,000 

130 63,250

,000 

130 72,73

7,500 

130 83,648

,125 

130 96,195,

344 

130 110,62

4,645 

130 481,455,

614.06 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

5 

1

1 

Bimbin

gan 

Teknis 

Implem

entasi 

Peratur

an 

Perund

ang-

undang

an 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti Bimbingan 

Teknis 

Implementasi 

Peraturan Perundang-

Undangan 

orang  10 35,000

,000 

1 19,800

,000 

1 22,77

0,000 

1.00 26,185

,500 

1 30,113,

325 

1 34,630,

324 

1 168,499,

148.75 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

6 

 Adminis

trasi 

Umum 

Perangk

at 

Daerah 

Persentase tertib 

administrasi 

umumperangkat 

daerah 

 

 20

% 

20% 270,76

8,600 

20% 319,07

3,890 

20% 366,9

34,97

4 

20% 421,97

5,220 

20% 485,27

1,502 

20% 558,06

2,228 

20% 2,422,08

6,413.30 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

6 

0

1 

Penyedi

aan 

kompo

nen 

instalas

i 

listrik/p

eneran

gan 

bangun

an 

kantor 

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

bh  belan

ja 

alat 

listrik 

bola 

lamp

u, 

kbel 

listrik

, stop 

konta

k, 

termi

3,500,

000 

belan

ja 

alat 

listrik 

bola 

lamp

u, 

kbel 

listrik

, stop 

konta

k, 

termi

4,025,

000 

belan

ja 

alat 

listrik 

bola 

lamp

u, 

kbel 

listrik

, stop 

konta

k, 

termi

4,628

,750 

belanj

a alat 

listrik 

bola 

lampu, 

kbel 

listrik, 

stop 

kontak

, 

termin

5,323,

063 

belan

ja 

alat 

listrik 

bola 

lamp

u, 

kbel 

listrik

, stop 

konta

k, 

termi

6,121,5

22 

belan

ja 

alat 

listrik 

bola 

lamp

u, 

kbel 

listrik

, stop 

konta

k, 

termi

7,039,7

50 

belan

ja 

alat 

listrik 

bola 

lamp

u, 

kbel 

listrik

, stop 

konta

k, 

termi

30,638,0

84.53 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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nal 

listrik 

nal 

listrik 

nal 

listrik 

al 

listrik 

nal 

listrik 

nal 

listrik 

nal 

listrik 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

6 

0

2 

Penyedi

aan 

peralat

an dan 

perleng

kapan 

kantor 

Jumlah Paket Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor 

yang Disediakan 

unit  Lapto

p 

pere

ncan

aan 

(1 

unit) 

20,000

,000 

Lapto

p 

pere

ncan

aan 

(1 

unit) 

23,000

,000 

Lapto

p 

pere

ncan

aan 

(1 

unit) 

26,45

0,000 

Laptop 

perenc

anaan 

(1 

unit) 

30,417

,500 

Lapto

p 

pere

ncan

aan 

(1 

unit) 

34,980,

125 

Lapto

p 

pere

ncan

aan 

(1 

unit) 

40,227,

144 

Lapto

p 

pere

ncan

aan 

(1 

unit) 

175,074,

768.75 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

6 

0

3 

penyed

iaan 

peralat

an 

rumah 

tangga 

Jumlah Paket Peralatan 

Rumah Tangga yang 

Disediakan 

unt   - kulka

s, 

dispe

nser, 

piring

, 

tople

s alat 

dapr 

cang

kir 

7,690,

000 

kulka

s, 

dispe

nser, 

piring

, 

tople

s alat 

dapr 

cang

kir 

8,843

,500 

kulkas, 

dispen

ser, 

piring, 

toples 

alat 

dapr 

cangki

r 

10,170

,025 

kulka

s, 

dispe

nser, 

piring

, 

tople

s alat 

dapr 

cang

kir 

11,695,

529 

kulka

s, 

dispe

nser, 

piring

, 

tople

s alat 

dapr 

cang

kir 

13,449,

858 

kulka

s, 

dispe

nser, 

piring

, 

tople

s alat 

dapr 

cang

kir 

51,848,9

11.81 

  

  2 1

2 

0

1 

2.

0

6 

0

4 

Penyedi

aan 

Bahan 

Logistik 

Kantor 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan 

komp

onen 

 75 30,000

,000 

alat 

keber

sihan

, atk 

kanto

r 

34,500

,000 

alat 

keber

sihan

, atk 

kanto

r 

39,67

5,000 

alat 

kebers

ihan, 

atk 

kantor 

45,626

,250 

alat 

keber

sihan

, atk 

kanto

r 

52,470,

188 

alat 

keber

sihan

, atk 

kanto

r 

60,340,

716 

alat 

keber

sihan

, atk 

kanto

r 

262,612,

153.13 

  

  2 1

2 

0

1 

2.

0

6 

0

5 

Penyedi

aan 

barang 

cetakan 

dan 

pengga

ndaan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

yang Disediakan 

tahun  Ampl

op 

dinas 

(2 

pack)

, 

Fotoc

opy 

(500

0 

lemb

ar), 

Kwita

nsi 

6,394,

600 

Ampl

op 

dinas 

(2 

pack)

, 

Fotoc

opy 

(500

0 

lemb

ar), 

Kwita

nsi 

7,353,

790 

Ampl

op 

dinas 

(2 

pack)

, 

Fotoc

opy 

(500

0 

lemb

ar), 

Kwita

nsi 

8,456

,859 

Amplo

p dinas 

(2 

pack), 

Fotoco

py 

(5000 

lemba

r), 

Kwitan

si (65 

buku), 

Lemba

r 

9,725,

387 

Ampl

op 

dinas 

(2 

pack)

, 

Fotoc

opy 

(500

0 

lemb

ar), 

Kwita

nsi 

11,184,

195 

Ampl

op 

dinas 

(2 

pack)

, 

Fotoc

opy 

(500

0 

lemb

ar), 

Kwita

nsi 

12,861,

825 

Ampl

op 

dinas 

(2 

pack)

, 

Fotoc

opy 

(500

0 

lemb

ar), 

Kwita

nsi 

55,976,6

55.81 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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(65 

buku)

, 

Lemb

ar 

Dispo

sisi 

(12 

buku)

, Jilid 

(10 

buah

), 

Map 

OPD 

(300 

lemb

ar), 

Span

duk 

(12 

mete

r) 

(65 

buku)

, 

Lemb

ar 

Dispo

sisi 

(12 

buku)

, Jilid 

(10 

buah

), 

Map 

OPD 

(300 

lemb

ar), 

Span

duk 

(12 

mete

r) 

(65 

buku)

, 

Lemb

ar 

Dispo

sisi 

(12 

buku)

, Jilid 

(10 

buah

), 

Map 

OPD 

(300 

lemb

ar), 

Span

duk 

(12 

mete

r) 

Dispos

isi (12 

buku), 

Jilid 

(10 

buah), 

Map 

OPD 

(300 

lemba

r), 

Spand

uk (12 

meter) 

(65 

buku)

, 

Lemb

ar 

Dispo

sisi 

(12 

buku)

, Jilid 

(10 

buah

), 

Map 

OPD 

(300 

lemb

ar), 

Span

duk 

(12 

mete

r) 

(65 

buku)

, 

Lemb

ar 

Dispo

sisi 

(12 

buku)

, Jilid 

(10 

buah

), 

Map 

OPD 

(300 

lemb

ar), 

Span

duk 

(12 

mete

r) 

(65 

buku)

, 

Lemb

ar 

Dispo

sisi 

(12 

buku)

, Jilid 

(10 

buah

), 

Map 

OPD 

(300 

lemb

ar), 

Span

duk 

(12 

mete

r) 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

6 

0

6 

Penyedi

aan 

bahan 

bacaan 

dan 

peratur

an 

perund

ang-

undang

an 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-Undangan 

yang Disediakan 

Eksem

plar 

 1200 4,680,

000 

1200 5,382,

000 

1200 6,189

,300 

1200 7,117,

695 

1200 8,185,3

49 

1200 9,413,1

52 

1200 40,967,4

95.89 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

6 

0

8 

Fasilitas

i 

Kunjun

gan 

Tamu 

Jumlah Laporan 

Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 

porsi  Maka

n 

100, 

Sarap

an 

37, 

5,990,

000 

Maka

n 

100, 

Sarap

an 

37, 

6,888,

500 

Maka

n 

100, 

Sarap

an 

37, 

7,921

,775 

Makan 

100, 

Sarapa

n 37, 

Snack 

300 

9,110,

041 

Maka

n 

100, 

Sarap

an 

37, 

10,476,

547 

Maka

n 

100, 

Sarap

an 

37, 

12,048,

030 

Maka

n 

100, 

Sarap

an 

37, 

52,434,8

93.24 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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Snack 

300 

Snack 

300 

Snack 

300 

Snack 

300 

Snack 

300 

Snack 

300 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

6 

0

9 

Penyele

nggara

an 

Rapat 

Koordin

asi dan 

Konsult

asi 

SKPD 

Jumlah OH yang 

mengikuti rapat 

koordinasi dan 

Konsultasi, Fasilitasi 

konsumsi rapat 

orang  33 200,20

4,000 

20 230,23

4,600 

20 264,7

69,79

0 

20 304,48

5,259 

20 350,15

8,047 

20 402,68

1,754 

20 1,752,53

3,450.14 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

7 

 Pengad

aan 

Barang 

Milik 

Daerah 

Penunj

ang 

Urusan 

Pemeri

ntah 

Daerah 

Persentase 

Pelaksanaan 

Administrasi Umum 

 20

% 

20% 620,00

0,000 

20% 713,00

0,000 

20% 819,9

50,00

0 

20% 211,87

8,750 

20% 243,66

0,563 

20% 280,20

9,647 

20% 2,888,69

8,959.38 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

7 

0

2 

Pengad

aan 

Kendar

aan 

Dinas 

Operasi

onal 

atau 

lapanga

n 

Jumlah Unit Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 

Disediakan 

unit  1 530,00

0,000 

3 609,50

0,000 

3 700,9

25,00

0 

3 75,000

,000 

3 86,250,

000 

4 99,187,

500 

4 2,100,86

2,500.00 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

7 

0

5 

Pengad

aan 

Mebel 

Jumlah Paket Mebel 

yang Disediakan 

unit   60,000

,000 

 69,000

,000 

 79,35

0,000 

 91,252

,500 

 104,94

0,375 

 120,68

1,431 

 525,224,

306.25 
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  2 1

2 

0

1 

2.

0

7 

0

6 

Pengad

aan 

Peralat

an dan 

Mesin 

Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan 

unit  3 30,000

,000 

3 34,500

,000 

3 39,67

5,000 

3 45,626

,250 

3 52,470,

188 

3 60,340,

716 

3 262,612,

153.13 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

8 

 Penyedi

aan 

Jasa 

Penunj

ang 

Urusan 

Pemeri

ntah 

Daerah 

Persentase 

ketersediaan jasa 

penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

 20

% 

20% 269,80

0,000 

20% 310,09

5,000 

20% 356,6

09,25

0 

20% 410,10

0,638 

20% 471,61

5,733 

20% 542,35

8,093 

 2,360,57

8,713.72 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

8 

0

1 

Penyedi

aan 

Jasa 

Surat 

Menyur

at 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

lapora

n 

 Cek 

(1 

buku)

, 

mate

rai 

10.00

0 

(200 

lemb

ar) 

4,500,

000 

Cek 

(1 

buku)

, 

mate

rai 

10.00

0 

(200 

lemb

ar) 

5,000,

000 

Cek 

(1 

buku)

, 

mate

rai 

10.00

0 

(200 

lemb

ar) 

5,750

,000 

Cek (1 

buku), 

mater

ai 

10.000 

(200 

lemba

r) 

6,612,

500 

Cek 

(1 

buku)

, 

mate

rai 

10.00

0 

(200 

lemb

ar) 

7,604,3

75 

Cek 

(1 

buku)

, 

mate

rai 

10.00

0 

(200 

lemb

ar) 

8,745,0

31 

Cek 

(1 

buku)

, 

mate

rai 

10.00

0 

(200 

lemb

ar) 

38,211,9

06.25 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

8 

0

2 

Penyedi

aan 

Jasa 

Komuni

kasi, 

Sumber 

Daya 

Air dan 

Listrik 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan 

lapora

n 

 12 35,300

,000 

12 40,595

,000 

12 46,68

4,250 

12 53,686

,888 

12 61,739,

921 

12 71,000,

909 

12 309,006,

966.84 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

8 

0

4 

Penyedi

aan 

Jasa 

Pelayan

an 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan 

lapora

n 

 12 230,00

0,000 

12 264,50

0,000 

12 304,1

75,00

0 

12 349,80

1,250 

12 402,27

1,438 

12 462,61

2,153 

12 2,013,35

9,840.63 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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Umum 

Kantor 

Umum Kantor yang 

Disediakan 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

9 

 Pemelih

araan 

Barang 

Milik 

Daerah 

Penunj

ang 

Urusan 

Pemeri

ntah 

Daerah 

Persentase barang 

milik daerah yang 

berkondisi baik 

 20

% 

20% 194,38

1,000 

20% 223,53

8,150 

20% 257,0

68,87

3 

20% 295,62

9,203 

20% 339,97

3,584 

20% 390,96

9,621 

 1,701,56

0,431.22 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

9 

0

2 

Penyedi

aan 

Jasa 

Pemeli

haraan, 

Biaya 

Pemeli

haraan, 

Pajak, 

dan 

Perizina

n 

Kendar

aan 

Dinas 

Operasi

onal 

atau 

Lapang

an 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

unit  12 153,55

1,000 

12 176,58

3,650 

12 203,0

71,19

8 

12 233,53

1,877 

12 268,56

1,659 

12 308,84

5,907 

12 1,344,14

5,290.82 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  2 1

2 

0

1 

2.

0

9 

0

6 

Pemeli

haraan 

Peralat

an dan 

Mesin 

Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Dipelihara 

unit  1 9,830,

000 

1 11,304

,500 

1 13,00

0,175 

1 14,950

,201 

1 17,192,

731 

1 19,771,

641 

1 86,049,2

48.84 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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  2 1

2 

0

1 

2.

0

9 

0

9 

Pemeli

haraan/ 

Rehabili

tasi 

Gedung 

Kantor 

dan 

Bangun

an 

Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilita

si 

unit  1 31,000

,000 

1 35,650

,000 

1 40,99

7,500 

1 47,147

,125 

1 54,219,

194 

1 62,352,

073 

1 271,365,

891.56 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

me

wuj

udk

an 

kea

ma

nan 

dan 

ken

ya

ma

nan 

di 

ling

kun

gan 

Pe

md

a 

dan 

Ma

sya

rak

at 

menin

gkatn

ya 

pelay

anan 

keam

anan 

dan 

kenya

mana

n di 

lingku

ngan 

pemd

a dan 

masy

arakat 

1 0

5 

0

2 

  Progra

m  

Peningk

atan 

Ketentr

aman 

dan 

Ketertib

an 

Umum 

Persentase Penurunan 

Kasus Pelanggaran 

Perda 

  62 2,620,

000,00

0 

67 4,021,

792,90

0 

72 4,625

,061,

835 

77 5,318,

821,11

0 

82 6,116,6

44,277 

87 7,034,1

40,918 

87 29,736,4

61,040 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  1 0

5 

0

2 

2. 

0

1 

 Penang

anan 

Ganggu

an 

Ketentr

aman 

dan 

Ketertib

Jumlah prosentase 

penurunan kasus 

pelanggaran perda 

  30 2,160,

000,00

0 

32 3,316,

792,90

0 

34 3,814

,311,

835 

36.00 4,386,

458,61

0 

38 5,044,4

27,402 

40 5,801,0

91,512 

40 24,523,0

82,259 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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an 

Umum 

dalam 1 

(satu) 

Daerah 

Kabupa

ten/ 

Kota 

  1 0

5 

0

2 

2. 

0

1 

0

1 

Penceg

ahan 

Ganggu

an 

Ketente

raman 

dan 

Keterti

ban 

Umum 

melalui 

Deteksi 

Dini 

dan 

Cegah 

Dini, 

Pembin

aan dan 

Penyul

uhan, 

Pelaksa

naan 

Patroli, 

Penga

manan, 

dan 

Pengaw

alan 

jumlah deteksi dini dan 

cegah dini, jumlah 

personil yg mengikuti 

kegiatan potang balimau, 

jumlah personil yang ikut 

dalam operasi 

ketupat,jumlah personil 

yg ikut kegiatan 

pengamanan Kepala 

Daerah/VVIP, jumlah 

wilayah dalam 

pengawasan patrol 

data, 

orang,

wilaya

h 

 24, 

75, 

13 

100,00

0,000 

24, 

75, 

13 

250,00

0,000 

24, 

75, 

13 

287,5

00,00

0 

24, 75, 

13 

330,62

5,000 

24, 

75, 

13 

380,21

8,750 

24, 

75, 

13 

437,25

1,563 

24, 

75, 

13 

1,785,59

5,312.50 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  1 0

5 

0

2 

2. 

0

1 

0

2 

Penind

akan 

atas 

Ganggu

an 

Ketente

Jumlah Penertiban PSK, 

Siswa, PKL, Miras, 

Inhalen, Pedagang 

Mercon, Warkel, 

data  36 35,000

,000 

36 60,000

,000.0

0 

36 169,0

00,00

0 

36 179,35

0,000 

36 191,25

2,500 

36 104,94

0,375 

36 439,542,

875.00 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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raman 

dan 

Keterti

ban 

Umum 

Berdas

arkan 

Perda 

dan 

Perkad

a 

melalui 

Penerti

ban dan 

Penang

anan 

Unjuk 

Rasa 

dan 

Kerusu

han 

Massa 

baliho/spanduk, jumlah 

pengamanan pemilu 

  1 0

5 

0

2 

2. 

0

1 

0

3 

Koordin

asi 

Penyele

nggara

an 

Ketentr

aman 

dan 

Keterti

ban 

Umum 

serta 

Perlind

ungan 

masyar

akat 

tingkat 

kabupa

ten 

kota 

jumlah wilayah koordinasi 

dalam rangka 

peningkatan keamanan 

dan ketertiban umum 

wilaya

h 

 13 35,000

,000 

 105,00

0,000 

 120,7

50,00

0 

 138,86

2,500 

 159,69

1,875 

 183,64

5,656 

 742,950,

031.25 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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  1 0

5 

0

2 

2. 

0

1 

 Pember

dayaan 

Perlind

ungan 

Masyar

akat 

dalam 

rangka 

Ketentr

aman 

dan 

Keterti

ban 

Umum 

Jumlah anggota Satlimas 

terlatih 

satlin

mas 

 314 100,00

0,000 

2160 350,00

0,000.

00 

2160 402,5

00,00

0 

2160 462,87

5,000 

2160 532,30

6,250 

2160 612,15

2,188 

2160 2,459,83

3,437.50 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  1 0

5 

0

2 

2. 

0

1 

 termas

uk 

dalam 

Pelaksa

naan 

Tugas 

yang 

Bernua

nsa Hak 

Asasi 

Manusi

a 

Jumlah pengiriman PNS 

untuk menikuti Pelatihan 

Dasar Satpol PP1. 

orang  130 1,660,

000,00

0 

3 50.000

.000 

 

15 200.0

00.00

0 

30 200.00

0.000 

30 200.00

0.000 

30 200.00

0.000 

30 2,510..0

00.000 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  1 0

5 

0

2 

2. 

0

1 

 Kerjasa

ma 

antar 

Lembag

a dan 

Kemitra

an 

dalam 

Teknik 

Penceg

ahan 

dan 

Penang

anan 

Ganggu

an 

Jumlah koordinasi dalam 

daerah dengan Lembaga 

dan instansi terkait, 

Kerjasama penegakan 

perda dan Perbup, 

Jumlah MOU 

objek  150 100,00

0,000 

150 170,00

0,000.

00 

150 195,5

00,00

0 

150 224,82

5,000 

150 258,54

8,750 

150 297,33

1,063 

150 1,246,20

4,812.50 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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Ketentr

aman 

dan 

Keterti

ban 

Umum 

  1 0

5 

0

2 

2. 

0

1 

 Pengad

aan dan 

Pemeli

haraan 

Sarana 

dan 

Prasara

na 

Ketentr

aman 

dan 

Keterti

ban 

Umum 

1. Jumlah Pos/Jaga 

Ronda yang di bangun, 

2. Jumlah sarana dan 

prasarana trantibum, 3. 

Jumlah tenaga kontrak 

penegakan perda dan 

piket/patroli 

unit,     

orang/

bln 

 130 1,660,

000,00

0 

130 2,019,

632,90

0 

130 2,322

,577,

835 

130 2,670,

964,51

0 

130 3,071,6

09,187 

130 3,532,3

50,565 

130 15,277,1

34,996.8

4 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

       Penyus

unan 

SOP 

Keterti

ban 

Umum 

dan 

Ketentr

amana

n 

Masyar

akat 

Jumlah aparatur yang 

mengikuti 

kursus/pelatihan 

sosialisasi, bimbingan 

teknis serta pendidikan 

dan pelatihan (bimtek 

penyusunan SOP) 

orang  20 30,000

,000 

 31,000

,000.0

0 

20 35,65

0,000 

20 40,997

,500 

20 47,147,

125 

20 54,219,

194 

20 239,013,

818.75 

  

       Penyedi

aan 

Layana

n dalam 

rangka 

Dampa

k 

Penega

kan 

1.jumlah pelayanan 

dampak penegakanan 

perda dan perkada 2. 

Jumlah pengaduan 

yang diterima dari 

masyarakat, 3. Jumlah 

pengaduan masyarakat 

yang diterima dan di 

ditindak lanjuti, 4. 

kali  0 - 15 66,160

,000.0

0 

15 76,08

4,000 

15 87,496

,600 

15 100,62

1,090 

15 115,71

4,254 

15 446,075,

943.50 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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Peratur

an 

Daerah 

dan 

Perkad

a 

Jumlah Unit pelayanan 

pengaduan 

  1 0

5 

0

2 

2. 

0

2 

 Penega

kan 

Peratur

an 

Daerah 

Kabupa

ten/Kot

a dan 

Peratur

an 

Bupati/

Wali 

Kota 

prosentase penurunan 

pelanggran perda 

  30 360,00

0,000 

32 570,00

0,000 

34 655,5

00,00

0 

36 753,82

5,000 

38 866,89

8,750 

40 996,93

3,563 

40 4,203,15

7,312.50 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  1 0

5 

0

2 

2. 

0

2 

0

1 

Sosialis

asi 

Penega

kan 

Peratur

an 

Daerah 

dan 

Peratur

an 

Bupati/

Wali 

Kota 

Jumlah penyuluhan 

pencegahan aksi 

preman,pencegahan 

praktek perjudian, 

miras dan narkoba, 

prostitusi 

kali  48 200,00

0,000 

55 200,00

0,000 

60 230,0

00,00

0 

60 264,50

0,000 

60 304,17

5,000 

60 349,80

1,250 

60 1,548,47

6,250.00 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  1 0

5 

0

2 

2. 

0

2 

0

2 

Pengaw

asan 

atas 

Kepatu

han 

terhada

p 

Pelaksa

naan 

jumlah  pengawasan 

perda, jumlah 

kerjasama MOU 

kali  64 60,000

,000 

70 160,00

0,000 

70 184,0

00,00

0 

70 211,60

0,000 

70 243,34

0,000 

70 279,84

1,000 

70 1,138,78

1,000.00 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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Peratur

an 

Daerah 

dan 

Peratur

an 

  1 0

5 

0

2 

2. 

0

2 

0

3 

Penang

anan 

atas 

Pelangg

aran 

Peratur

an 

Daerah 

dan 

Peratur

an 

Bupati/

Wali 

Kota 

Jumlah penegakan 

perda, jumlah tipiring 

(tindak pidana ringan) 

kali  24 100,00

0,000 

50 210,00

0,000 

50 241,5

00,00

0 

50 277,72

5,000 

50 319,38

3,750 

50 367,29

1,313 

50 1,515,90

0,062.50 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  1 0

5 

0

2 

2. 

0

3 

 PPNS 

Kabupa

ten/kot

a 

prosentase penurunan 

pelanggran perda 

  2 100,00

0,000 

3 135,00

0,000 

4 155,2

50,00

0 

5.00 178,53

7,500 

6 205,31

8,125 

7 236,11

5,844 

7 1,010,22

1,469 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 

  1 0

5 

0

2 

2. 

0

3 

0

1 

Penge

mbang

an 

Kapasit

as dan 

Karier 

PPNS 

jumlah aparatur yang 

mengikuti diklat PPNS si 

pusdiklat Soreang 

Bandung, jumlah 

aparatur yang 

melaksanakan 

pelatihan intelijen, 

jumlah aparatur yang 

mengikuti 

kursus/bimtek 

(sosialisasi perda dan 

perkada) 

orang  90 100,00

0,000 

90 135,00

0,000 

90 155,2

50,00

0 

90 178,53

7,500 

90 205,31

8,125 

90 236,11

5,844 

90 1,010,22

1,468.75 

 Kab. Lima 

Puluh 

Kota 
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BAB VII 

KINERJA  PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 
 

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 

2016-2021, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja melalui beberapa program prioritas pembangunan. Indikator tersebut 

merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 

2026 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima. 

Berikut ini Tabel T-C.28 Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh 

Kota selama tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten 

Lima Puluh Kota  sebagai berikut : 
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Tabel  T-C.28 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  Satuan Polisi Pamong Praja 

ODE 

BIDANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PROGRAM PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

PROGRAM 

(OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA AWAL 

RPJMD 

(TAHUN 2020) 

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 

P
ER

A
N

G
K

A
T 

D
A

ER
A

H
 

P
EN

A
N

G
G

U
N

G
 J

A
W

A
B

 

TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 
KONDISI KINERJA PADA 

AKHIR PRIODE RPJMD 

TA
R

G
ET

 

R
P

 

TA
R

G
ET

 

R
P

 

TA
R

G
ET

 

R
P

 

TA
R

G
ET

 

R
P

 

TA
R

G
ET

 

R
P

 

TA
R

G
ET

 

R
P

 

TA
R

G
ET

 

R
P

 

 

Urusan Pemerintahan 

Bidang Ketenteraman  Dan  

Ketertiban  Umum Serta 

Perlindungan Masyarakat 

                 

 

Program Peningkatan 

Ketenteraman Dan 

Ketertiban Umum 

Persentase 

Penurunan 

Kasus 

Pelanggaran 

Perudang 

undangan 

60 62 2.620 67 4.021,79

2 

72 4.625,06

1 

77 5.318,82

1 

82 6.116,64

4 

87 7.034,14

0 

87 29.736,4

61 

OPD URUSAN BIDANG 

KETERTIBAN UMUM 

SERTA PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 



 

BAB VIII 

PENUTUP 

 
 
 
 

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-

2026, merupakan dokumen yang strategis sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pembangunan Kabupaten Lima 

Puluh Kota. Penyusunan Rencana Strategis berpedoman kepada dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2005–2025, 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh 

Kota Tahun 2021–2026 serta dokumen lainnya dan masukan pemangku kepentingan. 

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 

mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi 

pembangunan dan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. 

 
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-

2026 menjadi panduan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 

melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan pedoman dalam menyusun Rencana 

Kerja oleh karena itu kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut  : 

1. Rencana Strategis ini digunakan secara fleksibel sesuai dengan perkembangan 

pembangunan sehingga dapat mulai berlaku dari tahun 2021 -2026. Kemudian dalam 

pelaksanaan anggarannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 

pembangunan 

2. Penetapan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja dalam 

Rencana Strategis  2021-2026 dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan situasi 

serta kondisi 
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3. Pada saat Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota 

Tahun 2026-2031 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan 

serta mengisi kekosongan Rencana Kerja setelah Rencana Strategis 2021 - 2026 

berakhir, maka Rencana Strategis  2021 - 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana 

Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun pertama dibawah kepemimpinan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 

periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2005-2025 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 

2021-2026. 

4. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dihadapkan 

pada hal-hal di luar kendali Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota maka 

yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali. 
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